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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pengeboran minyak 

ilegal yang menyebabkan kebakaran berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku berdasarkan Pertanggungjawaban hukum pidana 

yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi (UU Migas) Pasal 52 Jo. Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 53 huruf 

b, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral 

dan Baturbara Pasal 158 UU Minerba dan Pasal 161 UU Minerba, Kitab 

Undang-Undang Pidana (KUHP) Pasal 188 KUHP lama yang baru Pasal 

311 UU 1/2023 dan Pasal 359 KUHP lama yang baru Pasal 474 ayat (3) UU 

Nomor 3 Tahun 2023, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Lingkungan Hidup Pasal 98,Pasal 99 dan Pasal 108. Pertanggungjawaban 

Perdata yang terdiri dari Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan melawan 

hukum/PMH), Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang 32 tahun 2009. 

Pertanggungjawaban administrative Pasal 76-Pasal 82 Nomor 32 Tahun 

2009 UUPPLH, analisis kualifikasi kebakaran dalam prespektif 

pertanggungjawaban dan penerapan hukum dalam kasus kebakaran sumur 

minyak ilegal di desa gandu. 

2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Blora dalam 

menangani kasus kebakaran akibat kebakaran pengeboran minyak ilegal 

berdasarkan bentuk penegakan hukum oleh Kepolisian Resort Blora yang 
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terdiri dari penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. 

Kepolisian Resort Blora menangani kasus kebakaran minyak ilegal ini 

meliputi respon awal di lapangan, penyidikan awal dan pengumpulan bukti, 

penetapan tersangka dan kontruksi dakwaan, koordinasi antar institusi dan 

proses berkas perkara, dan bukti-bukti yang dikumpulkan. 

B. Saran 

1. Pemerintah dan aparat penegak perlu menerapkan pertanggungjawaban 

hukum secara tegas, terpadu, dan konsisten terhadap pelaku pengeboran 

minyak ilegal yang menyebabkan kebakaran, baik melalui sanksi pidana, 

perdata maupun administratif. Penegakan hukum harus dilakukan secara 

komulatif untuk memberikan efek jera, termasuk menjerat pelaku lapangan, 

pengepul, dan jaringan terorganisir. Selain itu, perlu ditingkatkan 

pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta edukasi kepada Masyarakat 

agar aktivitas pertambangan tanpan izin (PETI) dapat dicegah, kerugian 

lingkungan dapat dipulihkan, dan keselamatan serta kepastian hukum bagi 

masyarakat dapat terjamin. 

2. Kepolisian Resort Blora harus meningkatkan penegakan hukum secara 

terpadu dan berkelanjutan terhadap praktik pengeboram minyak ilegal 

dengan memperkuat upaya preventif melalui sosialisasi hukum, patrol rutin, 

dan pemetaan wilayah rawan, serta menegakkan upaya represif secara tegas 

dan konsisten terhadap seluruh pelaku, termasuk actor intelektual dan 

penyandang dana. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi lintas sektor 

dengan pemerintah daerah, instansi teknis, dan aparat desa, disertai 
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pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tidak bergantung pada aktivitas 

ilegal, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat penindakan, tetapi 

juga mampu mencegah terulangnya kebakaran dan melindungi keselamatan 

masyarakat serta lingkungan. 
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